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RINGKASAN 

 

PROSEDUR PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN 
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA 
PERWATAN SOFTWARE MESIN ABSENSI DAN CCTV DI DINAS 
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER; Laurensia Geby P; 
120903101048; 2015: 58 halaman; Program Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Jember. 
 

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2015 

sampai dengan 16 Maret 2015.Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata 

di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah untuk mengetahui 

prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya tentang pajak penghasilan 

pasal 23 dan memperoleh gambaran secara nyata tentang prosedur, serta 

pembayaran dan pelaporan pajaknya dilakukan sendiri oleh Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember, dan meneliti bagaimana prosedur penghitungan, 

pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas pajak penghasilan 

pasal 23 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan 

dapat mengurangi ketergantungan Negara kita terhadap hutang luar negeri.Sektor 

pajak dianggap pilihan yang paling tepat karena jumlahnya relative stabil dan 

masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. 

Disamping untuk meningkatkan penerimaan negara, pajak juga bertujuan untuk 

menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab negara, karena pada 

dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta 

warga Negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional. 

Pajak Penghasilan Pasal 23 itu sendiri adalah pajak yang dipotong atas 

penghasilan yang diterima Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap 

yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyerahan kegiatan lain yang 

dipotong dalam Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh 

badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, 

Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan negeri lainnya. Pajak 
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viii 

Penghasilan (PPh) pasal 23 mempunyai peranan penting mengingat semakin besar 

jumlah pajak Penghasilan (PPh) yang dipungut maka akan semakin besar pula 

pajak yang diperoleh dibandingkan dengan pajak lainnya. 

Hasil dari kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah merupakan salah satu wajib pajak 

badan yang taat dan tepat waktu dalam melaksanakan segala kegiatan perpajakan 

mulai dari penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh pasal 4 ayat 2. Dan pajak penghasilan 

yang dikenakan atas Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan mulai dari 

penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan sudah sesuai dengan 

Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. 
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membantu penulisan laporan ini. 

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih jauh 

dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki.Oleh karena 
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang setiap tahun 

berusaha untuk meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari berbagai sektor 

guna meningkatkan pembangunan di segala bidang. Perpajakan merupakan sektor 

paling menghasilkan dalam upaya peningkatan pendapatan negara. Melalui 

perpajakan, Indonesia lebih dapat memenuhi pendanaan untuk pembangunan 

nasional dan pendanaan untuk sektor lainnya. Pembangunan nasional yang 

membutuhkan dana yang tidak kecil memerlukan usaha peningkatan di sektor pajak 

yang bertujuan untuk membiayai rumah tangga negara. Cara yang tepat digunakan 

pada sektor pajak khususnya adalah sistem pemungutan pajak yang memberi 

kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memungut, menyetor, 

dan melaporkan pajak terutangnya pada kas negara yang disebut self assessment 

system.

Proses menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang 

dibutuhkan beberapa contoh penerapannya. Salah satu contoh yang digunakan 

penulis dalam penerapan perpajakan adalah pada Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember merupakan subjek pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) sebagai pemungut pajak dalam rangkaian transaksinya 

dengan beberapa instansi ataupun rekanan. Penunjukan tersebut telah berdasarkan 

hak yang diberikan oleh KPP kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

Untuk mengetahui administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember, penulis harus masuk ke dalam lingkungan instansi 

tersebut.

Pemungutan pajak yang pada mulanya diwarnai dengan bentuk-bentuk 

penindasan dan kesewenangan penguasa hanya untuk kesenangan penguasa semata, 

melayani penguasa dan juga hanya untuk kepentingan perluasan daerah 
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kekuasaan, lambat laun mulai mengalami perubahan. Masalah hak asasi manusia 

lebih dikedepankan menjadi tonggak hak asasi manusia.

Menurut Mardiasmo (2011 : 11) seiring dengan berjalannya waktu itulah, 

maka Negara Indonesia pun mulai menerapkan berbagai bentuk pajak yaitu pajak 

negara dan pajak daerah. Pajak Negara antara lain pajak bumi dan bangunan (PBB),

pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), bea perolehan hak atas 

tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM).

Sedangkan pajak daerah terbagi menjadi 2 bagian yaitu pajak provinsi (misalnya 

pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar 

kendaraan bermotor, pajak air prmukaan dan pajak rokok) serta pajak daerah 

kabupaten/kota (pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak 

penerangan jalan, pajak mineral bukan logam).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan

dapat mengurangi ketergantungan negara kita terhadap hutang luar negeri. Sektor

pajak dianggap pilihan yang paling tepat karena jumlahnya relatif stabil dan

masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. 

Disamping untuk meningkatkan penerimaan negara, pajak juga bertujuan untuk

menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab negara, karena pada

dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta

warga negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional. Untuk 

melaksanakan kewajiban perpajakannya, masyarakat sebagai wajib pajak harus 

memahami ketentuan – ketentuan umum perpajakan. Salah satu ketentuan tersebut 

adalah mengenai self assessment system. Dalam self assessment system, seluruh 

proses pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dimulai dari menghitung dan 

menetapkan besarnya pajak terutang, menyetor pajak terutang kekas negara, 

melaporkan perhitungan dan penyetoran, serta mempertanggungjawabkan semua 

kewajiban dilakukan wajib pajak. Subyek pajak penghasilan pada pasal 23 ini 

adalah Dinas Pendapatan Daerah. Obyek pajak penghasilan pada pasa 23 adalah 

jasa perawatan software mesin absensi dan CCTV. Dan wajib pajaknya adalah 

Pihak Rekanan (CV. Cipta Solusi)  
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Untuk melengkapi dan menutup kelemahan yang ada pada self assessment

system digunakan sistem perpajakan yang lain yaitu sistem pemotongan witholding 

system). Withholding system adalah suatu cara pemungutan pajak yang

penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak

ketiga. Salah satu pajak yang menggunakan sistem withholding system adalah Pajak 

Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23). Dimana yang dapat memotong PPh Pasal 23 

adalah badan pemerintahan, wajib pajak dalam negeri, penyelenggaran kegiatan, 

bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak 

orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dasar hukim yang dipakai oleh Dinas Pendapatan Daeah Kabupaten Jember adalah 

UU No. 36 Tahun 2008. Pajak yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah 

Jember pada bulan Desember 2014 adalah PPh pasal 21 ( Honorarium PNS Panitia 

Pelaksana Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber 2 Pendapatan Daerah 

(Kebonagung) ), PPh pasal 22 (Pengadaan PeralatanKebersihan Untuk Bahan 

Pembersih Untuk Hotel RembanganKeg. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber –

Sumber Pendapatan Daerah), PPh pasal 23( Jasa Perawatan Software Mesin 

Absensi dan CCTV) dan PPh pasal 4% ( Angsuran 100%Pengawasan Teknis 

Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember), PPN ( Belanja mAkanan dan Minuman Tamu (Air Mineral) Kegiatan 

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber – sumber Pendapatan Daerah 

(Rembangan)). Total Dari seluruh jumlah pajak yang di tanggung sebesar Rp. 

74.669.488,00 selama bulan Desember 2014.

Penulis memilih Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa perawatan software 

mesin absensi dan CCTV (objek pajak) karena untuk mengetahui prosedur 

perhitungan, pemotongan, penyetorkan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 

atas jasa perawatan software mesin absensi dan CCTV. Dan ingin mengetehui 

mengapa dinas pendapatan daerah harus membayar pajak, karena yang membayar 

pajak kebanyakan orang pribadi, atau badan swasta. Pajak Penghasilan Pasal 23 itu 

sendiri adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh 

Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, 

penyerahan jasa, atau penyerahan kegiatan lain yang dipotong dalam Pajak 
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Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau 

subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau 

perwakilan perusahaan negeri lainnya. Sebagai subjek pajak Bendaharawan Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember melakukan penghitungan, penyetoran, dan 

pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa perawatan software mesin absensi 

dan CCTV, sehingga sistem pemungutannya menggunakan With Holding System.

Untuk menjaga kelancaran dan kenyamanan bekerja, salah satu caranya adalah dari 

segi peralatan kantornya diberlakukan perawatan software mesin absensi dan 

CCTV kantor yang mana dalam pelakanaanya terdapat Pajak Penghasilan (PPh) 

Pasal 23 atas jasa perawatan software mesin absensi dan CCTV. Tarif yang 

ditetapkan untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah sebesar 2% (duapersen).

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam laporan Praktek Kerja Nyata 

(PKN) yang dilaksanakan selama kurang lebih 1 (satu) bulan di Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember penulis menyusun laporan yang berjudul, “Prosedur

Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 

Pasal 23 atas Jasa Perawatan Software Mesin Absensi dan CCTV Di Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”.

1.2 RumusanMasalah

Mengacu pada dasar latar belakang tersebut dan tidak lepas dari judul 

laporan yang penulis angkat, maka rumusan masalah ini adalah “Bagaimana 

Proses Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPhpasal 23 atas Perawatan

Software mesin absensi dan CCTV pada Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

a. Untuk mengetahui proses perhitungan PPh pasal 23 atas jasa Perawatan software 

mesin absensi dan CCTV pada Dinas Pendapatan Daerah Jember.

b. Untuk mengetahui cara pemotongan PPhpasal 23 atas jasa Perawatan software 

mesin absensi dan CCTV pada Dinas Pendapatan Daerah Jember.
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c. Untuk mengetahui tata cara pelaporan PPhpasal 23 atas jasa Perawatan software 

mesin absensi dan CCTV pada Dinas Pendapatan Daerah Jember.

 

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

a. Untuk menambah wawasan, keterampilan dan pengetahuan serta 

pengalaman kerja sebelum terjun ke dunia kerja sebenarnya

b. Untuk menambah pengetahuan mengenai sistem perpajakan pada Dinas 

Pendapapatan Daerah Kabupaten Jember

c. Praktek Kerja Nyata dapat dipergunakan sebagai salah satu tolak ukur antara 

teori dan praktek penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

d. Untuk mengukur kemampuan dibidang perpajakan.

e. Mengetahui pelaksanaan penghitungan,pemotongan, penyetoran dan 

pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan software mesin 

absensi dan CCTV pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah suatu jenis pungutan yang dilakukan oleh negara atas perintah 

Undang – undang mutlak diperlukan untuk mempertahankan eksitensi suatu negara. 

Hal ini sangat bisa dipahami karena tanpa dana yang memadai, mustahil negara 

akan dapat menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan 

disegala bidang bahkan sangat mustahil suatu negara dapat mempertahankan 

eksitensinya sebagai suatu Negara. Oleh karena itu dalam dalam perkembangan 

sejarah bangsa Indonesia jauh sebelum indonesia merdeka sudah dikenal suatu 

pungutan yang disebut pajak dengan istilah yang bermacam – macam, seperti 

zaman kerajaan – kerajaan yang pernah ada dibumi nusantara dikenal suatu 

pungutan oleh raja – raja dengan istilah Upeti. Dalam perkembangannya setelah 

bangsa Indonesia dijajah oleh kolonial belanda mulai dikenal pungutan pajak 

dengan istilah seperti pajak tanah, pajak hasil bumi, pajak perseroan, pajak 

pendapatan lain – lain.

Berbagai pendapat para ahli memberikan definisi tentang pajak sebagai 

berikut:

a. Menurut Musgrave (1993:226) memberikan definisi tentang pengertian pajak 

dengan cara memberikan perbedaan antara pajak dengan pinjaman sebagai 

berikut:

Pajak ditarik dari sektor swasta tanpa mengakibatkan 
timbulnya kewajiban bagi pemerintah terhadap pihak 
pembayar. Pinjaman merupakan suatu penarikan yang 
dilakukan sebagai pengganti janji pemerintah untuk membayar 
kembali dimasa mendatang serta untuk membayar bunga 
selama periode pinjaman. Pajak merupakan suatu kewajiban 
sementara pinjaman lebih bersifat bersukarela.

Dari pengertian tersebut terkandung dua hal yang mendasar yang melekat pada 

pajak.Yaitu tidak adanya timbal balik secara langsung dari pemerintah dan 

pajak merupakan kewajiban.
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b. Menurut Seligman (dalam Negara 2006:8) memberikam pengertian pajak 

adalah sebagai berikut :

Pajak adalah suatu pungutan yang bersifat paksaan dari 
orang kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaan –
pengeluaran yang bertalian dengan masyarakat umum tanpa 
dapat ditunjuk adanya keuntungan – keuntungan khusus 
sebagai imbalannya.

c. Menurut Anderson (dalam Negara, 2006:7) memberikan pengertian tentang 

pajak adalah sebagai berikut:Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan 

kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang 

diutamakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

d. Menurut Adriani (dalam Brotodiharjo, 1992:2) seorang mantan guru besar 

dalam hukum pajak di Universitas Amsterdam (Belanda) memberikan 

pendapatnya bahwa:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat 
dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut 
peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat perstasi 
kembali, yang dapat langsung ditunjuk, dan yang gunanya 
untuk membiayai pengeluaran umum terhubung dengan tugas 
negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Definisi yang penulis kemukakan terakhir ini dikutib dari pengertian pajak 

menurut undang – undang No. 6 Tahun 1983 sebagaiman telah diubah terakhir 

dengan undang – undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan yaitu dalam pasal 1 butir 1 :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar –
besarnya kemakmuran rakyat.(Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 28 Tahun 
2007).
Berdasarkan pengertian tentang pajak yang telah dirumuskan oleh undang 

– undang, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur (mardiasmo (2011: 

01) yaitu :

1. Iuran dari rakyat kepada kas negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang)
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2. Berdasarkan undang – undang 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta 

aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Dibiayai untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran –

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2 Fungsi Pajak  

Dalam bukunya yang berjudul ilmu hukum pajak, (Pudyatmoko,2008,16-

17). menjelaskan bahwa pada umumnya dikenal dua fungsi utama dari pajak, yakni 

fungsi budgeter (anggaran) dan fungsi reguler (mengatur). Fungsi anggaran adalah 

pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk 

memasukkan dana yang sebesar – besarnya kedalam kas Negara. Dalam ini fungsi 

pajak lebih diarahkan sebagai instrumen untuk menarik dana dari masyarakat untuk 

dimasukan kedalam kas Negara. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan 

untuk sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan. Fungsi 

mengatur adalah pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat 

kearah yang dikhendaki pemerintah. Oleh karenanya berkaitan dengan fungsi 

mengatur ini pajak dipergunakan untuk dapat mendorong dan mengendalikan 

kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah 

Di era sekarang ini dikala negara Indonesia dihadapkan pada suatu 

persaingan global, perdagangan bebas, menekan angka pengangguran, mengatasi 

kesenjangan ekonomi yang ada dalam masyarakat dan lain – lain, maka fungsi 

mengatur dari pajak ini dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan keinginan 

pemerintah antara lain: pajak dipergunakan sebagai pendorong tumbuhnya 

investasi dengan fasilitas – fasilitas yang dapat diberikan, penurunan tarif umum 

terhadap pajak penghasilan, peningkatan besarnya pengahasilan tidak kena pajak 

dan lain sebagainya.
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2.3 Asas Pemungutan Pajak

Dalam bukunya, The Wealth of Nations, menurut Adam Smith, asas 

pemungutan pajak yang penting sebagai berikut (Prastowo, 2009:9):

a. Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan)

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan 

kemampuan dan penghasilan wajib pajak.Dalam hal ini, negara tidak boleh 

bertindak diskriminatifterhadap wajib pajak.

b. Asas Certainty (asas kepastian hukum)

Semua pungutan pajak harus berdasarkan UU.Dengan begitu, pihak yang 

melanggar dapat dikenai sanksi hukum.

c. Asas conveniensi of payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau 

asas kesenangan)

Pajak harus dipungut harus tepat bagi wajib pajak (saat paling baik) misal pada 

saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau saat wajib pajak

menerima hadiah.

d. Asas efficiency (asas efisien atau asas ekonomis)

Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin.Jangan sampai biaya 

pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

2.4 Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, adalah 

sebagai berikut (Mardiasmo, 2006:6);

1) Stelsel nyata (rill stelsel)

Pengenaan pajak berdasarkan pada obyek (penghasilan) yang nyata, sehingga 

pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah 

penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.Kelebihan stelsel ini 

adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru 

dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)
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2) Stelsel anggapan (fictive stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang –

undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun 

sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya 

pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah 

pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir 

tahun.Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada 

keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan anggapan, kemudian 

pada awal tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang 

sebenarnya.Apabila besarnya pajak menurut anggapan lebih besar, maka wajib 

pajak harus menambah kekurangannya.Dengan demikian pula sebalikny, 

apabila lebih kecil, kelebihannya dapat diminta kembali.

2.5 Penggolongan Pajak

Berbagai macam jenis pajak dapat digolongkan sesuai dengan jenis 

penggolongannya. Berdasarkan kewenangan pemungutan, maka pajak dapat 

digolongkan menjadi dua jenis yaitu (Mardiasmo, 2009:5):

a. Pajak Pusat 

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga negara. Yang termasuk dalam pajak pusat 

adalah : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 

dan Pajak atas Barang Mewah (PPN, PPnBM), Pajak Bumi Bangunan (PBB), 

Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah ini dibedakan 

menjadi 2 (dua) lagi yaitu pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota.Yang 

termasuk pajak propinsi adalah pajak kendaraan bermotor (PKB)  dan 

Kendaraan diatas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KBm) dan 

kendaraan diatas air dan lain – lain. Sedangkan yang termasuk dalam pajak 
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kabupaten/kota adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah atau Bangunan 

(BPHTB), Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak 

Penerangan jalan dan lain – lain.

Apabila dilihat dari segi golongannya, maka pajak dapat digolongkan 

menjadi 2 (dua) jenis yaitu (Mardiasmo, 2009:5):

a. Pajak Langsung

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah Pajak 

Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 

lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

a. Pajak Subjektif 

Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya adalah Pajak Penghasilan 

( PPh).

b. Pajak Objektif

Adalah yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, dalam arti tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga (Mardiasmo, 2009:7)

a. Official Assesment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pemerintah (fiskus) untuk menetukan besarnya pajak yang terutang. 

Ciri – ciri Official Assesment System adalah sebagai berikut:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.

2) Wajib pajak bersifat pasif.

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
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b. Self Assesment System

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, 

kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang 

harus dibayar. Ciri – ciri Self Assesment System adalah sebagai berikut : 

1) Wewenang untuk menetukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak 

sendiri.

2) Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang.

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang 

oleh wajib pajak. Ciri – ciri With Holding System adalah sebagai berikut : 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang. Menghitung, 

menyetor, dan melaporkan ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus 

2.7 Pajak Penghasilan

Sesuai dengan sebutan pajak penghasilan itu dikenakan atas penghasilan.

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang obyeknya adalah 

penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila telah 

dipenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif sebagaimana ditentukan oleh undang 

– undang pajak penghasilan.

2.7.1 Pengertian Pajak Penghasilan dan Dasar Hukumnya

Pengertian pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek 

pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (pasal 2 

ayat (1) undang –undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008). Dasar hukum 

pengenaan pajak penghasilan adalah undang – undang No. 7 Tahun 1983 tentang 

pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang – undang No. 

36 Tahun 2008 yang selanjutnya disebut Undang – undang Pajak Penghasilan (UU 

PPh).
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2.7.2 Subjek Pajak Penghasilan 

Berdasarkan uraian sebelumnya pajak penghasilan (PPh) adalah termasuk 

dalam jenis pajak pusat, pajak langsung dan pajak subjektif. Sesuai pasal 2 ayat (1) 

Undang – undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dikatakan bahwa yang menjadi 

subjek pajak adalah :

a. Orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, 

menggantikan yang berhak;

b. Badan;

c. Bentuk usaha tetap ( Pasal 2 ayat (1) undang – undang Pajak Penghasilan, UU 

No. 36 Tahun 2008) 

Subjek pajak tersebut akan dikenakan pajak penghasilan bilamana terpenuhi 

syarat objektif yaitu menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan 

objek pajak penghasilan. Dengan demikian jika dikaitkan dengan subjek pajak 

badan dalam Bentuk Usaha Milik Negara maka Badan Usaha Milik Negara tersebut 

akan dikenakan pajak penghasilan bilamana Badan Usaha Milik Negara tersebut 

menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan. 

Menurut pasal 2 ayat (2) Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 

subjek pajak dibedakan menjadi 2 subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar 

negeri.

Yang termasuk dengan subjektif pajak dalam negeri adalah (Pasal 2 ayat (3) 

Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008):

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pibadi yang 

berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan,atau orang pribadi yang dalam satu tahun 

pajak berada di Indonesia dan mempunyai  niat bertempat tinggal di Indonesia;

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;

c. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang 

berhak.

Sedangkan yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah (Pasal 2 ayat 

(3) Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008):
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a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 

waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan tidak didirikan dan tidak bertempat 

kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 

melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 

waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan tidak didirikan dan tidak bertempat 

kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan 

dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui 

bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.7.3 Objek Pajak Penghasilan 

Sedangkan pengertian yang merupakan objek dari Pajak Penghasilan, 

menurut pasal 4 Undang – undang Pajak Penghasilan dirumuskan:

“setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterimah atau 
diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun 
dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk 
menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama 
dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 ayat (1) Undang – undang Pajak 
Penghasilan No. 36 Tahun 2008).
Dari definisi penghasilan yang dirumuskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang –

undang Pajak Penghasilan tersebut pengertian tersebut pengertian penghasilan 

adalah sangat luas sekali, artinya tidak mempermasalahkan dari mana penghasilan 

itu diterima atau diperoleh, apapun nama dan bentuk penghasilan sepanjang 

menambah kemampuan ekonomis tercakup dalam pengertian tercakup. Namun 

tidak penghasilan tersebut menjadi objek penghasilan, karena ada beberapa 

penghasilan menurut ketentuan pasal 4 ayat (3) Undang – undang Pajak 

Penghasilan dikecualikan dari objek pajak penghasilan, yaitu :

a. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau 

lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para 

penerima zakat yang berhak;

b. Harta hibahkan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan 

lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan 
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sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan; Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, 

kepemilikan, atau pengusahaan antara pihak – pihak yang bersangkutan;

c. Warisan;

d. Harta ternasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham 

atau sebagai pengganti penyertaan modal;

e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib 

Pajak atau pemerintah;

f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan 

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi beasiswa;

g. Dividen adatu bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 

sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau 

Badan Usaha Milik Daerah, dan penyertaan modal pada badan usaha yang 

didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :

1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

2) Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha 

Milik Daerah yang menerima dividen paling rendah 25% (dua pulu lima 

persen) dari jumlah modal yang disetor yang harus mempunyai usah aktif 

diluar kepemilikan saham tersebut;

h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah

disahkan oleh menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun 

pegawai;

i. Penghasilan modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang – bidang 

tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri keuangan;

j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer 

yang modalnya tidak terbagi atas saham – saham, perskutuan, perkumpulan, 

firma, dan kongsi;

k. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 

(lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha;
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l. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa 

bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha 

atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

1) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan 

dalam sektor – sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan Menteri 

Keuangan; dan

2) Sahamnya tidak diperdagangkan dibursa efek di Indonesia.

2.7.4 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan

Dasar Pengenaan (tax base) adalah merupakan nilai atau jumlah yang 

dipakai sebagai dasar dalam penerapan tarif (tax rates) Nilai mana yang dipakai 

sbagai dasar pengenaan pajak penghasilan sangat tergantung dari jenis Pajak 

Penghasilan. Dalam hubungan dengan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari 

suatu badan usaha sebagai Wajib Pajak dalam negeri, maka maka sebagai dasar

pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak yang tidak lain  adalah laba usah 

yang termasuk penghasilan lain dari luar usaha yang merupakan objek pajak 

penghasilan (Putyatmoko,2008:81).

2.7.5 Tarif Pajak Penghasilan

Menurut Putyatmoko (2008;81-86) secara teoritis dikenal berbagai macam 

tarif pajak yang dapat diterapkan, yaitu

a. Tarif tetap 

Tarif tetap adalah suatu tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang 

sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah dasar pengenaan pajak 

(tax base), objek pajak maupun subjek pajak. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya 

pemikiran bahwa keadilan akan ada apabila terhadap semua pihak diberikan secara 

sama. Jadi semua dikenakan dalam jumlah yang sama. Contoh tarif ini adalah tarif 

pajak yang diterapkan terhadap bea materai berdasarkan UU No. 13 Tahun 1985. 

b. Tarif proporsional (sebanding/sepadan)

Tarif propporsional adalah merupakan persentase tunggal yang dikenakan 

terhadap semua objek pajak berapapun nilainya.Adanya tarif ini dilatar belakangi 

oleh pemikiran bahwa untuk mencapai keadilan maka harus harus dikenakan beban 
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yang sebanding dengan kemampuan mereka masing – masing. Jadi besar kecilnya 

beban pajak ditentukan oleh besar kecilnya objek yang dikenai pajak (tax base)

tetapi dikenakan pajak dengan tarif yang sama. Contohnya tarif proporsional ini 

adalah tarif yang diterapkan terhadap PPN sebesar 10%.

c. Tarif progresif (persentase meningkat)

Tarif progresif adalah tarif yang dikenakan dengan tarif persentase 

meningkat seurung dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak atau tax 

base.Contoh tarif progresif ini adalah tarif yang diterapkan terhadap Pajak 

Penghasilan (PPh). Semakin tinggi penghasilan seseorang akan semakin dikenakan 

pajak yang lebih besar, sehingga akhirnya kesenjangan antara yang berpenghasilan

besar (kaya) dengan mereka yang berpenghasilan kecil (miskin) semakin 

berkurang.

d. Tarif degresif (persentase menurun)

Tarif degresif ini adalah merupakan kebalikan dari tarif progresif, yaitu tarif 

yang dikenakan dengan tarif persentase menurun seiring dengan meningkatnya 

jumlah yang dikenai pajak atau tax base.Tarif ini tidak diterapkan dalam Undang –

undang perpajakan kita karena tidak mencerminkan keadilan dan dikuatirkan dapat 

memperlebar jurang antara sikaya dan simiskin.Tarif ini juga tidak selaras dengan 

salah satu fungsi pajak yaitu sebagai instrumen untuk pemerataan penghasilan.

Dalam hubungannya dengan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam 

Undang –undang Pajak Penghasilan maka tarif yang diterapkan adalah tarif 

progresif sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) undang – undang Pajak 

Penghasilan.

2.8 Pajak Penghasilan Pasal 23  

2.8.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut undang – undang PPh No. 

36 tahun 2008 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari 

modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong 

PPh Pasal 21.
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2.8.2 Pemotong PPh Pasal 23

Pemotong PPh Pasal 23 adalah pihak - pihak yang membayarkan 

penghasilan (Mardiasmo, 2011:235) , terdiri atas :

1. Badan pemerintah;

2. Subjek Pajak badan dalam negeri;

3. Penyelenggaraan kegiatan;

4. Bentuk usaha tetap (BUT);

5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;

6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat 

penunjukkan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh Pasal 23, 

yang meliputi:

a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali 

PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan 

pekerjaan bebas.

b. Orang Pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan

2.8.3 Yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 23

Yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri 

atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang 

berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang 

telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. (Mardiasmo, 2011:236)

2.8.4 Objek Pemotongan PPh Pasal 23

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 (Mardiasmo, 2011: 236) adalah :

1. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi;

2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang;

3. Royalti

4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak 

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
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5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa 

tanah dan/ atau bangunan;dan

6. Imbalan dengan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 

konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak 

Penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21.

2.8.5 Pengecualian Objek Pemotongan PPh Pasal 23

Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 (Mardiasmo 2011 

:236) adalah :

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;

2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan 

hak opsi;

3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 

sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal 

pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia 

dengan syarat:

a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;

b. bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang 

memberikan dividen paling rendah 25% ( dua puluh lima persen) dari jumlah 

modal yang disetor;

4. dividen yang diterima oleh orang pribadi

5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer 

yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, 

firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi 

kolektif;

6. Sisa Hasil Usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;

7. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan 

yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

2.8.6 Tarif Pemotongan PPh Pasal 23

Besarnya PPh pasal 23 yang dipotong (UU No. 36 Tahun 2008 pasal 23 ayat 

(1) yaitu:
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1. 15% dari jumlah bruto atas:

a. Dividen;

b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian 

utang;

c. Royalti; dan 

d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak 

Penghasilan pasal 21.

2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan 

Nilai, yaitu:

a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa 

tanah dan/bangunan; dan

b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa 

konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 

21. Jasa lain terdiri dari

1. Jasa penilaian;

2. Jasa akrutaris;

3. Jasa akuntansi, pembujkuan, dan atestasi laporan keuangan;

4. Jasa perancang (design);

5. Jasa pengeboran (drilling) dibidang penambangan minyak dan gas 

bumi(migas), kecuali yang dilakukan oleh bnetuk usaha tetap (BUT);

6. Jasa penunjang dibidang penambangan migas;

7. Jasa penambangan dan jasa penunjang dibidang penambngan selain migas;

8. Jasa penunjang dibidang penerbangan dan bandar udara;

9. Jasa penebangan hutan;

10. Jasa pengelola limbah 

11. Jasa penyedia tenaga kerja 

12. Jasa perantara dan/atau keagenan

13. Jasa dibidang perdagangan surat – surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh 

Bursa Efek, KSEI DAN KPEI;

14. Jasa custodian /penyimpangan /penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI

15. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
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16. Jasa mixing film

17. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemelihara 

dan perbaikan;

18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, 

dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang 

lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi 

sebagai pengusaha konstruksi;

19. jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, 

gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang 

dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan 

mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

20. jasa maklon;

21. jasa penyelidikan dan keamanan;

22. jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;

23. jasa pengepakan;

24. jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang 

atau media lain untuk penyampaian informasi;

25. jasa pembasmian hama;

26. jasa kebersihan atau cleaning service;

27. jasa catering atau tata boga.

2.9 Akuntansi Pajak

2.9.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi menurut Marianus Sinaga (dalam Muljono, 2006:1) adalah 

urutan proses kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian 

dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau 

organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya. Akuntansi pajak menurut Muljono 

(2006:1) adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan 

mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan 

pelaksanaannya.
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2.9.2 Prinsip Akuntansi Pajak

Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi pajak (Muljono, 2006:2) 

meliputi:

a. Kesatuan Akuntansi

Prinsip kesatuan akuntansi yang juga dianut dalam akuntansi pajak meliputi 

ketentuan sebagai berikut (Muljono, 2006:2):

1) Perusahaan dianggap sebagai kesatuan ekonomi yang terpisah dengan pihak-

pihak yang berkepentingan dengan sumber-sumber perusahaan.

2) Ada pemisahan yang jelas antara perusahaan dengan pemilik, persero atau 

pemegang saham, mengenai kekayaan, hutang-piutang, penerimaan dan 

pengeluaran uang; antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadi 

pemilik/pemegang saham tidak boleh bercampur.

b. Kesinambungan

Prinsip kesinambungan memiliki arti bahwa suatu entitas ekonomi 

diasumsikan akan terus-menerus melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan. 

Pinsip kesinambungan ini dapat dilihat dari perubahan neraca setiap 

tahunnya.Neraca tahun ini merupakan perubahan dari neraca tahun lalu akibat 

adanya laporan laba-rugi tahun ini, dan seterusnya.

c. Harga Pertukaran yang Objektif

Transaksi keuangan harus dinyatakan dengan nilai uang. Transaksi antara 

penjual dan pembeli akan menghasilkan harga pertukaran, yang oleh penjual 

disebut harga jual dan oleh pembeli disebut harga perolehan (cost). Harga

pertukaran tersebut harus objektif, atau harga pasar yang wajar (Muljono, 2006:3)

yaitu:

1) Tidak dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa

2) Dapat diuji oleh pihak-pihak yang independen

3) Tidak terdapat transfer pricing

4) Tidak ada mark-up, tidak ada KKN, dan sebagainya.

d. Konsistensi
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Prinsip konsistensi mengandung arti bahwa penggunaan metode dalam 

pembukuan tidak diperbolehkan berubah-ubah. Pembukuan diselenggarakan 

dengan prinsip atau asas konsistensi, artinya apabila wajib pajak telah memilih 

salah satu metode pembukuan maupun dalam perhitungan, metode tersebut harus 

diikuti setiap tahunnya secara konsisten, misalnya pada kegiatan berikut ini

(Muljono, 2006:3):

1) Penentuan tahun buku menggunakan tahun takwim atau tidak.

2) Perhitungan penyusutan menggunakan garis lurus, saldo menurun atau metode 

lainnya.

3) Perhitungan persediaan menggunakan rata-rata, FIFO atau LIFO.

4) Pengakuan nilai kurs valuta asing menggunakan kurs tetap atau kurs tengah 

Bank Indonesia.

e. Konservatif

Prinsip konservatif mengandung arti kemungkinan rugi (belum direalisasi, 

masih merupakan tafsiran) sudah diakui sebagai kerugian, dengan cara membentuk 

penyisihan atau cadangan. Sementara itu, kemungkinan laba yang timbul tidak 

diakui. Secara akuntansi prinsip konservatif diterapkan pada berbagai kegiatan 

seperti berikut ini (Muljono, 2006:4):

1) Penyisihan piutang

2) Penyisihan potongan penjualan

3) Penyisihan retur penjualan

4) Penyisihan klaim

5) Penyisihan biaya setelah penjualan

6) Penilaian persediaan barang dagangan berdasarkan “harga pokok dan harga 

pasar mana yang paling rendah”.

Akuntansi pajak cenderung menggunakan prinsip realisasi, walaupun 

terdapat juga pengakuan terhadap prinsip konservatif seperti pada perhitungan rugi 

selisih kurs, di mana wajib pajak boleh memilih:

a. Kurs tetap, di mana rugi selisih kurs diakui kalau sudah direalisasi.
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b. Kurs tengah BI atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, di mana 

rugi kurs diakui pada tiap-tiap akhir tahun, walaupun belum direalisasi

(Muljono, 2006:4).

2.9.3 Fungsi Akuntansi Pajak

Fungsi akuntansi menurut Muljono (2006:5) adalah mengolah data 

kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan keputusan. Oleh karena itu, 

akuntansi harus dapat memenuhi tujuan kualitatif. Fungsi Akuntansi pajak adalah 

mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan 

keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Laporan ini kelak akan digunakan 

dalam pengambilan keputusan (Muljono, 2006:5).

Tujuan kualitatif akuntansi pajak menurut Muljono (2006:5) antara lain 

sebagai berikut:

a. Relevan

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus relevan, 

antara data yang dimiliki wajib pajak dengan adanya kewajiban ataupun hak yang 

timbul dalam kaitannya dengan perpajakan.

b. Dapat Dimengerti

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus dapat 

dimengerti, baik oleh wajib pajak maupun oleh pihak lain termasuk oleh fiscus 

(aparat perpajakan).

c. Daya Uji 

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus mempunyai 

daya uji, perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak akan menghasilkan angka 

yang sama apabila dilakukan oleh pihak lain termasuk oleh fiscus.

d. Netral

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus netral, tidak 

memihak kepada wajib pajak dan juga tidak memihak kepada pihak lain termasuk 

pihak Negara (pihak yang sangat berkaitan dengan penerimaan perpajakan).
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e. Tepat Waktu

Laporan keuangan yang disajikan dalam akuntansi pajak harus tepat waktu, 

sesuai dengan tahun takwim atau tahun buku yang dipergunakan oleh wajib pajak.

f. Daya Banding

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus memiliki 

daya banding, terutama dengan peraturan perpajakan.

g. Lengkap

Laporan keuangan yang disajikan dalam akuntansi pajak harus lengkap, 

tidak terdapat data yang tidak terakumulasi dalam laporan keuangan.

2.9.4 Sistem Akuntansi Pajak

Pengertian sistem menurut Muljono (2006:16) adalah suatu kerangka dari 

prosedur-prosedur yang saling berhubungan dan yang disusun sesuai suatu skema 

yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama 

perusahaan.Prosedur adalah suatu urut-urutan pekerjaan kerani, biasanya 

melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin 

adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang 

sering terjadi (Muljono, 2006:16).

Sistem akuntansi pajak menurut Muljono (2006:17) memiliki pengertian 

yaitu formulir-formulir, buku-buku catatan, prosedur-prosedur dan alat-alat yang 

digunakan untuk mengolah data yang berhubungan dengan usaha perusahaan 

dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang 

berkaitan dengan perpajakan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi 

usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan terutama kantor 

perpajakan untuk menilai kebenaran kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh 

perusahaan. Dari definisi mengenai sistem akuntansi pajak di atas, dapat 

disimpulkan bahwa suatu sistem akuntansi pajak itu terdiri dari beberapa elemen 

(Muljono, 2006:17) yaitu:

a. Formulir

Formulir merupakan unsure pokok dalam sistem akuntansi yang dapat 

digunakan untuk mencatat suatu transaksi pada saat terjadinya sehingga menjadi 

bukti tertulis dari transaksi yang terjadi (Muljono, 2006:17) seperti:
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1) Faktur Penjualan

2) Faktur Pembelian

3) Faktur Pajak Keluaran

4) Faktur Pajak Masukan

5) Surat Setor Pajak

6) Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak

7) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

8) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan masih banyak formulir lainnya yang 

berkaitan dengan akuntansi pajak.

b. Buku Catatan

Buku catatan merupakan sarana dalam akuntansi pajak yang dipergunakan 

untuk mencatat transaksi-transaksi perusahaan, yang dengan cepat dan sistematis 

dapat dipergunakan untuk membuat laporan keuangan secara berkala (Muljono, 

2006:18). Adapun buku catatan itu dapat berupa:

1) Buku Jurnal

Jurnal adalah catatan asli (original entry) dari transaksi keuangan 

perusahaan, yang menunjukkan perkiraan apa yang harus didebit dan perkiraan apa 

yang harus dikredit serta jumlahnya. 

2) Buku Besar

Buku besar adalah buku catatan akhir (books on final entry) yang 

merupakan kumpulan rekening Neraca (riil) dan rekening-rekening rugi laba 

(nominal).Buku besar adalah sekelompok perkiraan yang terdiri dari perkiraan yang 

berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang lengkap. Bentuk rekening yang 

digunakan dalam buku besar dan juga buku pembantu bisa bermacam-macam

(Muljono, 2006:20) seperti:

a) Rekening bentuk T

b) Rekening dengan kolom Debit, Kredit, Saldo Debit, dan Saldo Kredit

c) Rekening dengan kolom Debit, Kredit, dan Saldo

d) Rekening persediaan bahan

e) Rekening persediaan barang jadi

f) Rekening aktiva tetap
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c. Neraca Lajur

Neraca lajur merupakan salah satu sarana penyusun laporan laba rugi 

neraca. Komponen yang perlu dihitung dalam neraca lajur antara lain seperti

(Muljono, 2006:21):

1) Neraca Saldo

Pada setiap akhir bulan dan pada akhir tahun, semua perkiraan buku besar 

direkap, kemudian saldonya dimasukkan ke dalam neraca saldo.

2) Neraca Saldo Setelah Jurnal Penyesuaian

Tidak semua penghasilan maupun biaya yang akan diakui telah dapat 

dijurnal mulai awal tahun sampai dengan akhir tahun. Hal ini tergantung pada 

sistem yang dijalani oleh wajib pajak. Beberapa biaya yang biasanya belum 

terjurnal selama awal hingga akhir tahun antara lain adalah seperti berikut ini

(Muljono, 2006:24):

a) Biaya yang terutang di akhir tahun

b) Biaya penyusutan

c) Pemakaian barang persediaan

Semua biaya-biaya yang akan diperhitungkan dalam laporan keuangan dan 

belum dilakukan jurnalnya, perlu dibuatkan jurnal penyesuaian pada awal bulan 

tahun berikutnya.

3) Laporan Laba Rugi

Dari neraca saldo setelah penyesuaian tersebut, dapat disusun sebuah bentuk 

laporan keuangan laba rugi, yaitu dengan memisahkan rekening yang merupakan 

komponen laporan laba rugi dan rekening neraca.

4) Neraca

Dari neraca saldo setelah penyesuaian, dapat juga disusun sebuah bentuk 

neraca, yaitu dengan memisahkan rekening yang merupakan komponen neraca 

pada neraca saldo setelah jurnal penyesuaian.
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2.10 Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan 

(PPh) Pasal 23 

Gambar 2.2 Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 

Sumber: UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan UU No. 16 tahun 

2009.
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Keterangan :

1) Wajib Potong menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang oleh Wajib 

Pajak.

2) Wajib Potong memotong Pajak Penghasilan Pasal 23.

3) Wajib Potong menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dipotong dari 

Wajib Pajak melalui Bank Persepsi dengan memakai SSP.

4) Bank Persepsi memberikan SSP lembar 1, 3, dan 5 kepada Wajib Potong.

5) Wajib Potong melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dipotong dan 

disetorkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dengan 

menggunakan SPT masa Pajak Penghasilan pasal 23 yang dilapiri dengan bukti 

pemotongan, SSP lembay ke-3 dan bukti pemotongan lembar ke-2 paling lambat 

tanggal 20 bulan berikutnya.

6) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama memberikan bukti penerimaan surat 

SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 kepada Wajib Potong sebagai bukti 

telah melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23.

7) Wajib Potong memberikan bukti potong kepada Wajib Pajak sebagai bukti telah 

memotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23.

8) Bank Persepsi menyampaikan slip bukti pembayaran pajak dengan melampirkan 

SSP lembar ke-2 dan bukti pembayaran kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama.
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BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Singkat dan Perkembangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember

Sebelum diberlakukan otonomi daerah Kabupaten Jember oleh pemerintah 

pusat kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih berada 

dibawah naungan sebuah sekretariat yang bernama Sub Direktorat Dinas 

Pendapatan Daerah. Pada tahun 1967 pengelolaannya masih bertanggung jawab 

dilingkungan sekretariat itu sendri. Pada waktu itu penataan kelembagaan masih 

belum optimal atau bisa dikatakan masih terpecah-pecah dilinhkungannya 

masing-masing. Setelah kelembagaan daerah sudah ditata kembali maka Sub 

Direktorat Dinas Pendapatan Daerah (SDPD) sekarang sudah menjadi Dinas 

Pendapatan berskala besar. Berarti kelembagaan yang dulunya kecil sekarang 

menjadi kelembagaan besar.

Setelah terbentuknya otonomi daerah, maka dinas pasar bergabung dalam 

Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri 

(mendagri) yang sampai saat ini masih dibawah dan dipertanggung jawabkan oleh 

pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana 

Pemerintah Kabupaten dibidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang Kepala 

Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas Pendapatan Daerah 

bertanggung jawab kepada Bupati, sedangkan pertanggung jawaban atas bidang 

administrasi melalui sekretaris daerah.

3.1.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember

A. Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

a. Dinas Kabupaten Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah 

Kabupaten di bidang Pendapatan Daerah.

b. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalan 

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah.
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c. Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis 

administrasi dibina dan dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah.

B. Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam 

melaksanakan koordinasi, perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan dibidang 

pendapatan.

C. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Dalam menyelengggarakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember mempunyai fungsi:

1. Merumuskan kebijakan teknik dibidang pendapatan

2. Memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum

3. Melakukan pembinaan terhadap kaur yang ada dikecamatan

4. Menyelenggarakan penarikan/pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

3.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah

3.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah

Visi merupakan rencana jauh kedepan yang mana menjelaskan tentang 

kemana suatu perusahaan akan dibawa dan bagaimana instansi tetap berkarta agar 

tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dinas Pendapatan 

memiliki suatu konteks yaitu dapat diperkirakan sebagai gambaran 5 tahun 

kedepan tentang struktur dan gambaran serta keadaan yang akan dicapai dan 

diwujudkan.

Adapun Visi Dinas Pendapatan adalah ‘Mewujudkan Dinas Pendapatan 

yang Antisipatif, Inovatif, dan Produktif”.

3.2.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah

Misi adalah suatu pelaksanaan yang harus dilakukan oleh Dinas 

Pendapatan yang harus sesuai dengan visi yang telah direncanakan dan ditetapkan 

dengan tujuan organisasi yang akan dilaksanaka akan berhasil dengan baik,

Adapun Misi Dinas Pendapatan yaitu:

1. Merumuskan kebijakan dibidang pendapatan
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2. Menggali dan pemungutan Pendapatan Asli Daerah secara insentif

3. Menyelenggarakan akuntansi pendapatan daerah

3.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

3.3.1 Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi yang diterapkan di Dinas Pendapatan 

Kabupaten Jember adalah struktur organisasi garis. Struktur ini disjikan dalam 

bentuk pemberian tugas dan wewenang masing-masing bagian.
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3.3.1.1 Susunan Orgaisasi Dinas Pendapatan terdiri dari:

A. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan 

kabupaten dalam merumuskan kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi, 

bagi hasil pajak atau bukan pajak dan menyelengarakan pemungutan pendapatan 

asli daerah, mengadakan koordinasi instansi terkait dalam perencanaan, 

pengkajian, teknis tentang penggalian dan pengembangan pendapatan, evaluasi 

dan monitoring serta pengendalian pelaksnaan pemungutan pendapatan dan tugas 

lain yang diberikan oleh bupati.

Adapun fungsi kepala dinas meliputi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah

2. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah

3. Pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan dibidang pemungutanpendapatan 

asli daerah

4. Penyelenggaraan pelayanan dan pemungutan pendapatan asli daerah serta 

membantu pemungutan PBB

5. Pengelolaan dukungan teknis dan administrasi

6. Pengkajian, evaluasi, penggalian, dan pengembangan pendapatan daerah

7. Pengoordinasian pelaksaan pemungutan PAD dan dana perimbangan

8. Pemberian izin tertentu dibidang pendapatan daerah

B. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi urusan surat

menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protokol, 

pengelolaan benda berharga, hubungan masyarakat, pemeliharaan, penyusunan, 

perencanaan dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Adapun fungsi sekretaris meliputi:

1. Membantu kepala dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan bidang-bidang
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2. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggran danpertanggungjawaban 

keuangan

3. Pelaksnaan pembinaan organisasi dan tata laksana

4. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan 

kearsipan

5. Penyiapan data informasi, keputusan dan hubungan masyarakat

6. Pelaksaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, gaji pegawai dan 

inventarisasi

7. Pelaksanaan pelayanan teknis administrative kepada kepala dinas dan semua 

unit organisasi dilingkup dinas pendapatan

8. Pencatatan penerimaan dan pengeluaraan benda-benda berharga

9. Pelaporan realisasi penerimaan dan sisa persediaan benda berharga

Sekretaris tersebut terdiri dari:

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 

urusan ketatausahaan, pencatatan dan pelaporan penerimaan dan sisa benda 

berharga, kehumasan dan kepegawaian. Adapun tugasnya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tata usaha, tata naskah dan tata kearsipan serta pelaksanaan 

urusan rumah tngga dan protokol

2. Penyusunan rencana kebutuhan barang inventaris dan benda berharga

3. Pelaksanaan pencatatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang 

inventaris dan benda berharga lainnya

4. Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pengamanan terhadap barang 

inventaris dengan memberikan labelisasi, pemberian nomor kode lokasi dan kode 

barang

5. Penyiapan barang untuk penyusunan lokasi serta melakukan distribusi barang 

inventaris dan berharga lainnya

b) Sub Bagian Perencanaan

c) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 

rencana program, kegiatan, anggaran, laporan dan tugas lain. Adapun tugasnya 

sebagai berikut:
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1. Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran, baik 

anggaran belanja langsung maupun tidak langsung

2. Penyusunan rancangan anggaran pndapatan dan belanja dinas pendapatan 

daerah

3. Perencanaan terhadap pendapatan daerah

4. Perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dari penerimaan 

pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak

5. Penyusunan naskah rancangan peraturan daerah dan peraturan bupati tentang 

pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya

d) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan uangan dan tugas lain 

yang diberikan oleh sekretaris. Adapun tugasnya sebagai berikut:

1. Pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak 

langsung

2. Pengelolaan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran 

pendapatan dan belanja dinas

3. Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi

4. Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai

5. Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta 

biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas

C. Bidang Pendataan dan Penyuluhan

Bidang pendataan dan penyuluhan mempunyai tugas menyusun program 

perencanaan teknis pendatan dan pendaftran objek dan subjek pajak daerah, 

retribusi daerah dan membantu pelaksanaan pendataan objek dan subjek PBB 

pedesaan perkotaan yang dilaksanakan oleh dirjen pajak dan melaksanakan 

pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan metode penyuluhan 

tentang pajak atau retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya dan 

melaksnakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
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Adapun fungsi bidang ini meliputi:

1. Pelaksanaan pendataan dan pendaftran wajib pajak daerah dan retribusi daerah

2. Pembuatan daftar wajib pajak derah dan distribusi, menyimpan surat 

perpajakan dan retribusi daerah

3. Membantu pelaksanaan pendataan objek pajak dan subjek pajak PBB sektor 

pedesaan perkotaan

4. Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan teknis operasional, bimbingan serta 

petunjuk kepada unit penghasil dilingkup dinas pendapatan

Bidang ini terdiri dari:

a) Seksi Pendataan

Seksi Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pendataan wajib pajak dan 

retribusi serta tugas lain. Adapun tugasnya meliputi:

1. Penghimpunan dan mencatat data obyek pajak dan retribusi daerah

2. Pemeriksaan data obyek pajak dan rertibusi daerah dilapangan atau lokasi dan 

melaporkan hasilnya

3. Melaksanaan pendatan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan pedesaan 

perkotaan

4. Pendistribusian serta penerimaan kembali formulir pendaftaran yang telah di isi 

oleh wajib pajak 

5. Penetapan nomor wajib pajak daerah 

b) Seksi Penyuluhan

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas penyuluhan dan pembinaan dilingkup 

dinas dan lain yang diberikan oleh kepala bidang pendataan dan penyuluhan. 

Untuk tugasnya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan metode 

penyuluhan tentang pajak atau retribusi daerah

2. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan

3. Mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di wilayah kabupaten jember

4. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan dan pertanggung 

jawaban,
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D. Bidang Penetapan dan Verifikasi

Bidang penetapan dan verifikasi mempunyai tugas melaksanakan 

perhitungan penetapan dan verifikasi jumlah pajak daerah dan retribusi daerah dan 

tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Adapun fungsi bidang ini meliputi:

1. Pelaksanaan verifikasi terhadap objek pajak daerah dan retribusi daerah

2. Penertiban SKPD

3. Penerbitan legalisasi terhadap objek pajak daerah dan retribusi daerah

4. Pendistribusian dan penyimpanan dokumen yang berkiatan dengan pajak 

daerah dan retribusi daerah

Bidang Penetapan dan Verifikasi terdiri dari:

a) Seksi Penetapan 

Seksi Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan legalisir 

jumlah pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun tugasnya adalah:

1. Perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi daerah

2. Perhitungan jumlah angsuran pemungutan atas permohonan wajib pajak daerah 

dan retribusi daerah

3. Pelaksanaan penertiban dan pendistribusiann serta menyimpan arsip surat 

perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan

4. Penertiban surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan retribusi daerah

5. Legalisasi benda-benda berharga yang dipergunakan sebagai sarana 

pemungutan pajak pajak dan retribusi daerah

b) Seksi Verifikasi

Seksi Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi jumlah pajak 

daerah dan retribusi daerah. Adapun tugasnya adalah:

1. Verifikasi dalam rangka peningkatan ketetapan pajak dan retribusi daerah

2. Pemeriksaan lokasi atau lapangan atas keberadaan obyek pajak daerah dan 

retribusi daerah yang tutup atas permohonan wajib pajak

1. Pelaksanaan verifikasi data pengajuan perubahan obyek pajak dan subyek 

pajak dan retribusi daerah

2. Penelitian dan pengkajian atas realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi 
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3. Fasilitas pengajuan perubahan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan 

pedesaan perkotaan

E. Bidang Pembukuan dan Pengendalian

Bidang pembukuan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan 

pembukuan serta pelaporan mengenai realisasi penerimaan pajak daerah dan 

retribusi daerah, melaksanakan monitoring evaluasi dan pengendalian terhadap 

objek pendapatan daerah, melaksanakan mediasi terhadap penyelesaian 

permaslahan pengelolaan sarana dan prasarana pemerintah kabupaten yang 

dikelola inas pendapatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

kepala dinas.

Adapun fungsi bidang ini meliputi:

1. Pencatatan mengenai penetapan serta penerimaan dari pemungutan atau 

pembayaran atau penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah

2. Pelaporan penerimaan dan perkembangan pendapatan daerah secara berkala

3. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pengendalian 

dan penertiban objek pajak dan retribusi daerah

4. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mediasi 

penyelesaian permasalahan pada objek wisata, sarana prasarana olah raga dan 

balai serba guna

Bidang Pembukuan dan Pengendalian terdiri dari:

a) Seksi Pembukuan, Pelaporan, Penerimaan, dan Persediaan

Seksi Pembukuan, Pelaporan, Penerimaan, dan Persediaan mempunyai 

tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan 

dan tugas lain. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut:

1.Penerimaan serta pencatatan bukti setor untuk pajak daerah dan retribusi

2.Pelaksanaan koordinasi dan pencocokan tentang realisasi dan penerimaan 

pendapatan daerah ke bagian keuangan 

1. Penyusunan lapoporan realisasi penerimaan pendapatan daerah secara berkala

2. Penyusunan laporan pelaksanaa tugas sebagai bahan pertanggung jawaban

b) Seksi Pegendalian dan Penertiban
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Seksi Pengendalian dan Penertiban mempunyai tugas melaksanakan 

koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengendalian dan penertiban terhadap 

subjek atau objek pajak daerah dan retribusi daerah serta melaksanakan mediasi 

penyelesaian permasalahan pada objek pajak. Adapun tugasnya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan evaluasi dalam pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi 

pemungutan pajak daerah dan retribusi

2. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan 

terhadap wajib pajak daerah dan retribusi yang terlambat pembayaran sesuai 

peraturan perundang-undangan

3. Pelaksanaan koordinasi dengan intansi terkait dalam rangka pengendalian dan 

penindakan terhadap penyalahgunaan keuangan pajak dan retribusi daerah

4. Pelaksanaan koordinasi penertiban terhadap obyek pajak daerah dan retribusi 

yang sudah jatuh tempo dan belum memenuhi kewajibannya 

5. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang 

menertibkan perijinan terkait kewajiban pembayaran pajak daerah dan retribusi

F. Bidang Operasional

Bidang opersional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional 

penagihan, menghimpun, mengkoordinasi hasil pajak dan tugas lain yang 

diberikan oleh kepala dinas.

Adapun fungsi bidang ini meliputi:

1. Pelaksanaan kegiatan operasional penagihan serta menghimpun pemungutan 

PBB pedesaan perkotaan

2. Pelaksanaan koordinasi pencairan bagi hasil pajak atau bukan pajak dari 

pemerintah propinsi maupun pusat

3. Penyiapan surat-surat dan dokumentasi yang berhubungan dengan 

pelaksanakan penagihan serta pemungutan 
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4. Penyusunan laporan secara berkala realisasi penerimaan pajak daerah dan 

retribusi serta PBB pedesaan perkotaan

5. Inventarisasi dan mendokumentasi surat-surat serta dokumen penagihan

Bidang operasional terdiri dari:

a) Seksi Operasioanal Bagi Hasil Pajak

Seksi Operasioanal Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas melaksanakan 

kegiatan operasional penagihan, menghimpun, mengkoordinasikan hasil pajak dan 

hasil bukan pajak. Adapun fungsinya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan operasional penagihan serta menghimpun pemungutan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdessan Perkotaan

2. Pelaksanaan koordinasikan pencairan bagi hasil pajak atau bukan pajak 

3. Pelaksanan kegiatan Pembayaran PBB-P2 dengan sistem Polling

b) Seksi Operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Seksi Operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas 

menyiapkan, mendistribusikan operasional pajak daerah dan retribusi. Adapun 

fungsinya meliputi:

1. Penyiapan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang 

berhubungan dengan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah

2. Perumusan langkah-langkah dalam mengintensifkan operasional penagihan 

pajak daerah dan retribusi

3. Pelaksanaan kegiatan operasional penagihan pajak daerah dan retribusi

4. Pelayanan permohonan keberatan atau keringanan atas materi penetapan pajak 

dan retribusi daerah 

G. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas teknis kepala dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan 

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya, 

setiap kelompok dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala 

dinas. Untuk jumlah jabatannya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 
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kerja, dan untuk jenis serta jenjang jabatan fungsional di atur sesuai peraturan 

perundang-undangan

H. Unit Pelaksana Teknis

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional 

dinas dalam urusan rumah tangga di dinas pendapatan yang mempunyai wilayah 

kerja 1 kecamatan atau beberapa kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan 

berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang 

diberikan oleh kepala dinas.

Adapun fungsi UPT meliputi:

1. Meyiapan penyusunan pelaksanaan sebagian tugas program kegiatan dinas 

pendapatan

2. Pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dinas pendapatan

3. Pengelolaan pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengelohan, penyimpanan,

perawatan, dan penyajian bahan sarana dan prasarana

4. Penyetoran hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi ke kas daerah melalui 

bendahara penerimaan dinas pendapatan daerah

UPT dinas pendapatan terdiri:

a) UPT Jember Timur

b) UPT Jember Barat

c) UPT Jember Tengah

d) UPT Jember Selatan 

e) UPT Wisata Pantai Watu Ulo

f) UPT Hotel dan Pemandian Kebonagung

g) UPT Hotel dan Pemandian Rembangan

h) UPT Sarana Prasarana Olahraga dan Balai Serba Guna

i) UPT Pemandian Patemon
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BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh 

mahasiswa untuk mengetahui segala aktivitas dan kegiatan operasional disebuah 

perusahaan. Selain itu, Praktek Kerja Nyata (PKN) ini merupakan tujuan untuk 

mempraktekkan ilmu dan teori yang didapat dibangku kuliah dengan praktek kerja 

nyata yang sebenarnya khususnya dibidang perpajakan. Dalam hal ini Praktek 

Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan guna 

memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) khususnya Program Diploma III

Perpajakan. Proses administrasi merupakan langkah-langkah yang harus 

dilakukan terlebih dahulu sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) 

sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan.   

Praktek Kerja Nyata mempunyai beberapa tahap-tahap yang harus dilalui 

sebelum melaksanakan PKN adalah proses pengurusan administrasi sebagai syarat 

dalam melakukan kegiatan PKN sesuai dengan prosedur dan ketetapan yang telah 

ditentukan. Prosedur yang digunakan mahasiswa adalah :

a. Mahasiswa telah menyelesaikan minimal 100 sks

b. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dapat dilakukan setelah 

mahasiswa memprogram Praktek Kerja Nyata (PKN) dalam Kartu 

Rencana Studi (KRS)

c. Mahasiswa harus mengikuti pembekalan Praktek Kerja Nyata 

(PKN) yang dilakukan oleh ketua Program Studi adalah mengenai 

prosedur pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), maupun tentang 

hal-hal apa saja yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan 

dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN).

d. Membuat proposal yang akan diajukan keperusahaan atau lembaga 

tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) untuk mengetahui 

latar belakang, tujuan, dan kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN). 

Namun sebelum membuat proposal sebaiknya terlebih dahulu 
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melakukan observasi ke perusahaan untuk meminta persetujuan. 

Setelah pihak perusahaan memberikan izin untuk bekerja sama 

dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN), maka dibuatkan 

proposal Praktek Kerja Nyata (PKN) dan menanyakan hal – hal lain 

yang harus dilengkapi untuk pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja 

Nyata (PKN) tersebut.

e. Mendaftarkan diri ke bagian akademik Fakultas Ilmu Sosial dan 

ilmu Politik (FISIP) Universitas Negeri Jember untuk mendapatkan 

surat penghantar Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan melampirkan 

proposal Praktek Kerja Nyata (PKN), foto copi KTM (Kartu Tanda 

Mahasiswa), KRS (Kartu Rencana Studi), LHS (Laporan Hasil 

Studi). Kemudian, surat penghantar dari fakultas diserahkan kepada 

perusahaan yang akan dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan 

Praktek Kerja Nyata (PKN)

f. Meminta surat balasan dari perusahaan tempat kegiatan Praktek 

Kerja Nyata (PKN) sebagai tanda bukti : bahwa perusahaan telah 

menyetujui dan mengijinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk 

melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN). Kemudian 

memberikan surat balasan tersebut kepada dekan FISIP Universitas 

Jember sebagai tanda persetujuan.

g. Meminta surat tugas dari fakultas yang telah disahkan oleh dekan 

untuk diserahkan kepada perusahaan tempat dilaksanakan Praktek 

Kerja Nyata (PKN). 

4.2 Tempat dan  Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ( PKN) 

4.2.1 Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Pelaksanaan program Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang terletak di jalan. Jawa 72 Jember.

4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dalam jangka waktu satu 

bulan dimulai tanggal 16 Februari 2015 s/d 16 Maret 2015. Adapun jadwal kerja 
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efektif yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember  adalah  :

Tabel 4.1  : Hari Efektif Praktek Kerja Nyata

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat 

Senin s/d Kamis 07.15 - 15.00 WIB 12.00 - 13.00 WIB 

Jum’at 07.15 - 15.00 WIB 11.00 - 13.00 WIB 

Sabtu dan Minggu Libur Libur 

Sumber  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2015

4.3 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, mahasiswa mencetak kegiatan 

sehari hari yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 

yang dapat di lihat dalam tabel berikut ini : 

Tabel 4.2 : Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata Pada Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 

Tanggal Kegiatan Hasil Kegiatan

16-

Feb15

Mempelajari perundangan -

undangan. Mengenal dan mengetahui peraturan dan 

peraturan daerah dan peraturan 

bupati. tarif - tarif pajak reklame.

17-Feb-15

Mendata daftar surat 

pemberitahuan terhutang Mengenal dan mengetahui daftar surat

periode awal Januari s/d Maret 

2014. pemberitahuan terhutang.

18-Feb-15 Mengetik Mutasi PBB. Mengenal dan mengetahui mutasi PBB.

19-Feb-15

Mencari Info tentang pph pasal 

23 Supaya mengenal tentnag pph pasal 23

20-Feb-15

Mencari informasi penyetoran 

pajak penghasilan pasal 23

Mengetahui penyetoran dan kapan lebih 

tepatnya Dispenda melakukan penyetoran

21-Feb-15 Mencari informasi penyetoran Mengetahui penyetoran dan kapan lebih 
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pajak penghasilan pasal 23 tepatnya Dispenda melakukan penyetoran

23-Feb-15

Mencatat proses pemotongan pph 

pasal 23 

Mengetahui proses pemotongan pph pasal 

23

24-Feb-15

Mencatat proses perhitungan pph 

pasal 23

Mengetahui proses pemotongan pph pasal 

23

25-Feb-15

Mencatat proses perhitungan pph 

pasal 23 Mengetahui cara perhitungan pph pasal 23     

26-Feb-15

Mencatat proses perhitungan pph 

pasal 23 Mengetahui cara perhitungan pph pasal 23     

27-Feb-15 Megetik data mutasi dan BPHTB.

Mengenal dan mengetahui data mutasi dan 

BPHTB.

02-Mar-15

Mencatat Realisasi Pajak 

Reklame Tahun 2012-2014.

Mengenal dan mengetahui realisasi pajak 

reklame 

Megetik data mutasi dan BPHTB. dan mutasi BPHTB .

03-Mar-15

Mendengarkan bendaharawan 

dispenda

Mengetahui proses perhitungan serta 

pemotongan pajak penghasilan pasal 23

Dinas Pendapatan Daerah Jember.

04-Mar-15

Mengetik data mutasi dan 

BPHTB.

Mengenal dan mengetahui data mutasi dan 

BPHTB.

Menginput obyek baru Pajak 

Bumi dan Bangunan.

Mengetahui tentang pendaftaran dan 

pembayaran

Pajak Bumi dan Bangunan.

05-Mar-15

Mencari data mengenai pajak 

penghasilan pasal 23

Supaya mendapatakan data yang 

dibutuhkan Dan mengetahui serat 

mempelajari 

06-Mar-15

Mencari data mengenai pajak 

penghasilan pasal 23 

Supaya mendapatakan data yang 

dibutuhkan 

. Dan mengetahui serat mempelajari
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09-Mar-15

Mencari informasi tentang PPh 

pasal 23

Mengetahui cara pemotongan PPh atas 

perawatan software mesin absensi dan 

CCTV

10-Mar-15

Mencari informasi tentang PPh 

pasal 23

Mengetahui cara pemotongan PPh atas 

perawatan software mesin absensi dan 

CCTV 

11-Mar-15

Meminta informasi tentang PPh 

pasal 23

Mendapatkan data-data yang yang 

diperlukan oleh

Pada bendahara dipenda penulis.

12-Mar-15

Mempelajari tentang perhitungan 

pajak penghasilan pasal 23 atas 

jasa perawatan software mesin 

absensi dan CCTV.

Mengetahui perhitungan pajak penghasilan 

pasal 23

13-Mar-15

Mempelajari tentang perhitungan 

pajak penghasilan pasal 23 atas 

jasa perawatan software mesin 

absensi dan CCTV

Mengetahui perhitungan pajak penghasilan 

pasal 23 

16-Mar-15

Melengkapi data tentang pajak 

penghasilan pasal 23 guna 

menyelesaikan 

Melengkapi data yang di butuhkan oleh 

penulis.

laporan tugas akhir penulis.

berpamita kepada Dinas 

Pendapatab Daerah Jember 

khususnya pada bidang 

pendataan.
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4.4 Sistem Perpajakan Secara Umum Pada Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan 

nasional karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi Negara, 

Apabila pendapatan Negara disektor pajak meningkat maka tujuan pembangunan 

nasional dapat tercapai.Berdasarkan pemungutannya Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember menggunakan system pemungutan pajak dengan cara With 

Holding System,karena sistem pemungutan pajaknya memberi wewenang kepada 

pihak ketiga yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Bukan Fiskus 

dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak 

yang teutang oleh wajib pajak.

Dalam menghitung Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

yang harus dibayar atau disetorkan antara lain PPN, PPh Pasal 21, PPh pasal 22, 

PPh pasal 23, dengan adanya kegiatan perpajakan tersebut Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember berkewajiban :

a. Menghitung sendiri pajak yang terutang dan membayar pajak dalam 

tahun berjalan.

b. Memotong pajak penghasilan pasal 23 sesuai ketentuan tarif pajak.

c. Menyetor pajak penghasilan pasal 23 yang telah dipotong, selambat-

lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya kepada bank yang telah ditunjuk 

yaitu bank Jawa Timur (JATIM) Jember.

d. Melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak jumlah pajak penghasilan pasal 

23 yang telah disetor selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

Dalam pembahasan ini, Bendaharawan Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember salah satunya memungut Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa

Perawatan software mesin absensi dan CCTV, yang mana dalam pelayanan 

perawatan perlatan kantor melakukan kerja sama dengan CV. Cipta Solusi. Kerja 
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sama ini dilakukan dengan cara penunjukan langsung dan bukan dengan 

melakukan tender. Karena jumlah pajak yang di bayarkan atas jasa perawatan 

software mesin absensi dan CCTV tersebut jumlahnya dibawah Rp.200.000.000.

Kerja sama dengan cara penunjukan langsung yang dilakukan oleh Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten jember dengan CV. Cipta Solusi dilakukan secara 

lisan, tanpa adanya tahap atau prosedur administrasi pelaksanaan kerjasama yang 

semestinya, seperti adanya bukti atau perjanjian kerja sama secara tertulis dan 

kerja sama ini berlangsung seterusnya kecuali Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember melakukan pemberhentian langganan perawatan software 

absensi dan CCTV pada CV. Cipta Solusi.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bekerja sama dengan CV. 

Cipta Solusi dalam bidang pelayanan jasa perawatan peralatan kantor, karena 

Cipta Solusi dapat melaksanakan perawatan dengan baik sehingga software mesin 

absensi dan CCTV dapat digunakan oleh pegawai dan tidak ada kendala apapun 

atau komplain dari para pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

4.4.1 Pelaksanaan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa

Perawatan Software Mesin Absensi Dan CCTV pada Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada kantor Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember sesuai dengan rumus sebagai berikut :

Gambar 4.1 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

Contohnya :

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember melakukan kerjasama 

dalam hal perawatan software mesin absensi dan CCTV dengan CV. Cipta 

Solusi. Setelah terjadi kesepakatan kedua belah pihak jumlah yang harus 

dibayar sebesar Rp. 7.425.000 (didalam Faktur pajak) (halaman 67)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = 100/110 x Harga Jual

Dasar Pengenaan Pajak = 100/110 x Nilai Jasa

Pajak Pertambahan Nilai = 10% (DPP)

PPh Pasal 23 = 2% x penghasilan bruto
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= 100/110 x Rp 7.425.000

= Rp 6.750.000 (halaman 66)

Pajak Pertambahan Nilai = 10 % x Rp 6.750.000

= Rp 675.000 (halaman 67)

Jumlah yang harus dibayar = DPP+PPN

= Rp. 6.750.000 + 675.000

= Rp. 7.425.000 (halaman 65)

PPh Pasal 23 = 2% x Rp. 7.425.000

= Rp. 148.500 (halaman 68)

Jadi Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dibayar sebesar Rp 148.500,00

(Lampiran 5 )

Jurnal bagi Bendaharawan DISPENDA Jember adalah sebagai berikut :

CV. Cipta Solusi (D) Rp. 7.276.500

PPh Pasal 23 (D) Rp. 148.500

Kas (K) Rp. 7.425.000

Jurnal Akuntansi Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada 

saat Penyetoran ke Bank Jawa Timur sebagai berikut :

CV. Cipta Solusi (D) Rp. 148.500

PPh Pasal 23(K) Rp. 148.500

4.4.2 Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Perawatan 

Software Mesin Absensi dan CCTV Pada Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan 

dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang 

bersangkutan, yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan yang 

bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai 

dengan metode pembukuan yang dianut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 harus sesuai bentuk dan isian 

yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. 
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Dalam pengisian bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 harus 

lengkap dan benar sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Pemotongan rangkap 

3 berupa :

Lembar ke 1:  Untuk pihak yang dipotong pajak penghasilan pasal 23 yaitu CV. 

Cipta Solusi.

Lembar ke   2 : Untuk Lampiran SPT masa Pajak Penghasilan Pasal 23

Lembar ke   3 : Untuk Pemotong Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember

4.4.3 Pelaksanaan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perawatan 

software mesin absensi dan CCTV pada Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember melakukan pembayaran PPh 

pasal 23 melalui Bank Jawa Timur (JATIM) yang di tunjuk oleh Direktorat 

Jendral Pajak (Bank Persepsi), sebagai pemotong pajak wajib menyetorkan 

seluruh pajak penghasilan pasal 23 terutang yang telah di potong dalam periode 

satu masa pajak (bulan takwim). Paling lambat Tanggal 10 bulan berikutnya 

setelah masa pajak berakhir dan apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka 

penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dalam hal keterlambatan 

melakukan penyetoran dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 

2% perbulan. Penyetoran menggunakan SSP rangkap 5 lembar yang diisi secara 

lengkap dan benar sesuai data penghitung pemotongan pajak yang di peruntukkan 

untuk :

a. Lembar ke 1 : untuk arsip wajib pajak (CV, Cipta Solusi)

b. Lembar ke 2 : untuk Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPPN)

c. Lembar ke 3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

d. Lembar ke 4 : untuk Bank Jatim

e. Lembar ke 5 : untuk wajib pungut atau potong (Bendahara Dinas 

PEndapatan Daerah Kabupaten Jember)
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4.4.4 Pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Perawatan 

software mesin absensi dan CCTV pada Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember.

Bendaharawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menerima 

bukti pembayaran pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan software mesin 

absensi dan CCTV dari Bank Jatim, bukti tersebut berupa SSP yang sudah di 

validasi oleh petugas Bank Jatim. Selanjutnya Bendaharawan Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember melaporkan SPT masanya ke KPP selambat-lambatnya 

tanggal 20 bulan berikutnya.

Mekanisme Penyelesaian SPT adalah sebagai berikut :

a. Wajib Pajak harus mengambil sendiri blanko SPT pada Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Jember

b. SPT harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk 

yang diberikan. Pengisian formulir SPT yang tidak benar yang 

mengakibatkan pajak terutang kurang bayar, akan dikenakan sanksi 

perpajakan.

c. SPT diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan 

dalam batas waktu yang ditentukan dan akan diberikan tanda terima yang 

tertanggal. Apabila SPT dikirim melalui bank harus dilakukan secara 

tercatat, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda 

bukti dan tanggal penerimaan.

d. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT adalah laporan keuangan 

serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung 

besarnya penghasilan kena pajak.

Adapun Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan

Pajak Penghasilan pasal 23 Atas Jasa Perawatan Software Mesin Absensi dan 

CCTV pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat dilihat pada 

gambar berikut :

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


52 
 

Gambar 4.2 Perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan software 
mesin absensi dan CCTV

1 2

3

4

5
6

7

8

8

Sumber : Bendaharawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Keterangan :

1) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember melakukan penunjukan langsung 

kepada CV. CIpta Solusi atas Perawatan software mesin absensi dan CCTV .

2) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menetapkan CV. Cipta Solusi 

untuk bekerja sama atas jasa perawatan software mesin absensi dan CCTV 

sehingga terjadi perjanjian kontrak kerja

3) DIPENDA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk melakukan 

pekerjaan atas Perawatan software mesin absensi dan CCTV, dan untuk 

pencairan dana kepada DIPENDA dengan CV. Cipta Solusi

4) Setelah bendaharawan KPPN (Kantor Perbendaharaan Kas Negara) menerima 

SPM dari bendaharawan DIPENDA Jember, bendaharawan KPPN melakukan 

Dinas Pendapatan 
Daerah Kabupaten 

Jember

Pihak Rekanan
(CV. Cipta Solusi)

Harga Kontrak

KPPN

SPM

SPPD

(Bank Jatim) 
Bendahara Dinas 

Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember

Menghitung 
PPh pasal 23

Bank Presepsi 
(Bank Jatim) 
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pengecekan kelengkapan dokumen sebagai syarat dikeluarkan SPPD antara 

lain memiliki NPWP perusahaan (CV. Cipta Solusi)

5) Jika semua syarat sudah lengkap maka bendaharawan KPPN menerbitkan 

Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD).

6) Setelah menerima SPPD, bendaharawan DIPENDA jember mencairkan dana 

Bank Jatim untuk digunakan pembayaran

7) Setelah bendaharawan DIPENDA Jember mencairkan dana di bank, lalu 

bendaharawan DIPENDA melakukan pembayaran di bank Jatim

8) Kemudian Bendahara DIPENDA Kabupaten Jember melakukan penghitungan 

besarnya pajak terutang pasal 23 atas jasa perawatan software mesin absensi 

dan CCTV

Gambar 4.3 Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan software 

mesin absensi dan CCTV

1 2
Sumber : Bendaharawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Keterangan :
1) Bendahara DIPENDA Kabupaten Jember melakukan penghitungan besarnya 

pajak terutang pasal 23 atas jasa perawatan software mesin absensi dan CCTV

2) Setelah dihitung besarnya PPh Pasal 23 yang terutang, bendahara DIPENDA 
Kabupaten Jember kemudian melakukan pemotongan PPh Pasal 23 dalam 
transaksi Perawatan software mesin absensi dan CCTV.

Gambar 4.4 Penyetoran pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan software 

mesin absensi dan CCTV

1
2

3

Sumber : Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Bendahara 
DISPENDA  

Menghitung 
PPh pasal 23  

Memotong PPh 
pasal 23  

Bemdaharawan 
DISPENDA  

Menghitung 
PPh Pasal 23  

Memotong 
PPh pasal 23 

Menyetor 
(mengisi 
SSP Pasl 

23 lembar 
1,2,3,4,5)   

Bank Jatim 
(lembar 

2,4) 

SSP lembar       
1,3,5            

(bendahara 
DISPENDA) 

KPP 
(lembar 3) 
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Keterangan :
1) Bendahara DIPENDA Kabupaten Jember berkewajiban mengisi SSP PPh Pasal 

23 (lembar 1, 2, 3, 4, 5) 

2) menyetorkan SSP PPh Pasal 23 (lembar 1, 2, 3, 4, 5) yang telah dipotong ke 

Bank Persepsi (Bank Jatim) kemudian Bank Jatim mengembalikan SSP PPh 

Pasal 23 

(lembar 1, 3, 5) kepada Bendahara atau Penyetor dan untuk lembar 2 dan 4 

disimpan Bank Persepsi (Bank Jatim).

3) Setelah menyetor, bendahara DIPENDA Kabupaten Jember harus mengisi dan 

melaporkan SPT Masa yang dilampiri SSP PPh Pasal 23 (lembar 3) atas 

pembayaran perawatan software mesin absensi dan CCTV tersebut ke KPP 

Pratama Kabupaten Jember. Dinas Pendapatan Daerah kabupaten jember 

melaporkan SPT Masa yang dilampiri SSP PPh Pasal 23.

Gambar 4.5 Pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan software 

mesin absensi dan CCTV

1 3 4

2

Sumber : Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Keterangan :
1) Setelah menyetor, bendahara DIPENDA Kabupaten Jember harus mengisi dan 

melaporkan SPT Masa yang dilampiri SSP PPh Pasal 23 (lembar 3) atas 

pembayaran perawatan software mesin absensi dan CCTV tersebut ke KPP 

Pratama Kabupaten Jember. Dinas Pendapatan Daerah kabupaten jember 

melaporkan SPT Masa yang dilampiri SSP PPh Pasal 23.

Bendahara 
DISPENDA 

Mengisi SPT 
masa dilampiri 
SSP PPH pasal 
23 lembar 3 

KPP 
Pratama 

Kabupaten 
Jember 

Bukti 
Laporan SPT 

Masa dan 
SSP pasal 23  
(lembar 3) 

DISPEND
A 

CV. 
Cipta 
Solusi 

Bendahara 
DISPENDA 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


55 
 

2) KPP Pratama Kabupaten Jember menerima laporan SPT Masa dan SSP PPh 

Pasal 23 (lembar 3) dari DIPENDA Kabupaten Jember.

3) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menyerahkan kembali SSP, SPT Massa, dan 

bukti setor, sebagai arsip pembayaran pajak dan sebagai bukti pelaporan 

bendaharawan DIPENDA Jember dalam melakukan pembayaran pajak. 

4) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menerima bukti pelaporan dan 

menyerahkan kembali bukti pelaporan tersebut pada CV. Cipta Solusi

4.5       Penilaian Kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

dalam Kewajiban Perpajakan.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak 

yang ber NPWP 00.255.025.9-626.000 tidak hanya melaksanakan kewajiban 

perpajakan untuk perusahaan sendiri, juga bertindak sebagai pemungut dan 

pemotong pajak atas wajib pajak lain. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember selaku pemotong pajak penghasilan (PPh) pasal 23 telah melaksanakan 

kewajibannya yaitu menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan sendiri 

pajak penghasilan  (PPh) pasal 23 dari pihak rekanannya yaitu CV. Cipta Solusi.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember menggunakan with holding system yaitu sistem pemungutan 

pajaknya memberi wewenang kepada pihak ketiga (Bukan fiskus dan bukan 

Wajib Pajak yang bersangkutan) artinya Bendaharawan Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember menghitung sendiri besarnya pajak yang ditanggung CV. Cipta 

Solusi. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember semua kewajiban 

Perpajakannya Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 23 ayat (1) Huruf C angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 

pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pelaksanaan kegiatan perpajakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember dapat disimpulkan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara 

tertib dan benar. Dikatakan tertib dan benar karena telah sesuai dengan prosedur 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


56 
 

dan undang-undang yang berlaku yaitu pada penyetoran SSP pada Bank Persepsi 

atau Bank yang ditunjuk yaitu Bank Jatim , Bendaharawan Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember melakukan penyetoran pada tanggal 15 Desember 2014 

paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (halaman 65). Dan untuk pelaksanaan 

pelaporan SPT masa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bendaharawan Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember melaporkan Pada Tanggal 17 Desember 

2014 Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (Halaman 69).

Namun Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember juga memiliki 

kekurangan atau kelemahan dalam pelaksanaan kerja sama dengan CV. Cipta 

Solusi atas jasa langganan perawatan peralatan kantor, mesin absensi dan CCTV, 

karena kerja sama tersebut hanya dilakukan dengan lisan saja tanpa adanya bukti-

bukti atau perjanjian kerjasama secara tertulis yang sah.
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BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah didapatkan maka dapat penulis simpulkan 

sebagai berikut : 

1. Kantor Dinas Pendapatan Daerah Jember dalam melakukan Prosedur 

Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 

(PPh) Pasal 23 atas Jasa Perawatan Software Mesin Absensi dan CCTV

menggunakan with holding system yaitu sistem pemungutan pajaknya 

memberi wewenang kepada pihak ketiga (Bukan fiskus dan bukan Wajib 

Pajak yang bersangkutan).

2. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perawatan Software 

Mesin Absensi dan CCTV sudah cukup baik dilaksanakan mulai dari 

penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10 % x DPP dan 

penghitungan PPh 23 dengan Tarif 2% x (DPP+PPN) sesuai dengan pasal 

23 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 dan yang terakhir Undang-

undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. 

3. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perawatan Software 

Mesin Absensi dan CCTV dilakukan tepat waktu oleh bendaharawan

Dinas Pendapatan Daerah pada tanggal 10 Desember 2014.

4. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perawatan Software 

Mesin Absensi dan CCTV sampai sekarang selalu dilaksanakan dengan 

disiplin dan tepat waktu sehingga belum pernah terkena sanksi 

administrasi baik berupa denda maupun bunga.

5. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perawatan Software 

Mesin Absensi dan CCTV pada Dnas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember selalu dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedur dan 

undang-undang yang berlaku yaitu pada tanggal 17 Desember 2014 dan 

paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
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5.2 Saran 

Berdasarkan uraian yang telah didapatkan maka dapat penulis sarankan 

untuk SPT total untuk dijumlah seluruh total pengeluaran pajak selama bulan 

Desember 2014. 
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